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Abstrak
 

Benih-benih konflik pembangunan sesungguhnya sudah mulai tumbuh sejak awal tahun 1990-an, di mana

masyarakat mulai berani melakukan protes atau unjuk rasa terhadap rencana pembangunan proyek.

Beberapa proyek yang diprotes pada saat itu antara lain: Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas (Jakarta),

Waduk Kedung Ombo (Jateng), Waduk Nipah (Jatim), PLTA Danau Lindu (Sulteng). Di samping itu, protes

terhadap masalah tanah akibat pembangunan juga .terus meningkat. Hal ini merupakan indikasi bahwa ada

ketidakpuasan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan di berbagai daerah.  

<br /><br />

Proyek lain yang mendapatkan perlawanan adalah proyek pertambangan Freeport di Kabupaten Mimika -

Irian Jaya (Papua). Proyek ini ditentang sejak awal berdirinya sampai sekarang. Oleh karena itu, sangatlah

penting untuk diteliti, mengapa proyek itu diprotes, mengapa protes berkepanjangan dan bagaimana protes

bisa berkembang menjadi gerakan sosial, serta, apakah gerakan-gerakan masyarakat disana bisa

dikatagorikan sebagai gerakan sosial.  

<br /><br />

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa salah satu gerakan rakyat yang tergabung dalam Lembaga Adat Suku

Amungme (Lemasa) memenuhi syarat untuk disebut sebagai gerakan sosial. Sumber atau akar masalah yang

melatarbelakangi lahimya gerakan sosial adalah konflik. Mula-mula ada konflik antar suku, kemudian

dengan Freeport, pendatang pada umumnya dan perkembangan terakhir adalah konflik antara masyarakat

dengan pemerintah. Ini berarti, terjadi eskalasi konflik, dari konflik horisontal ke konflik pembangunan dan

akhirnya menjadi konflik vertikal.  

<br /><br />

Kehadiran Freeport di Mimika, di samping sebagai sumber konflik baru, juga menjadi pemicu terjadinya

protes. Protes adalah manifestasi dari adanya konflik, terutama dalam hubungannya dengan institusi

kekuasaan. Melalui protes, masyarakat berharap dapat menciptakan perubahan-perubahan dari keadaan yang

kurang menguntungkan ke arah yang lebih baik. Protes dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari

perlawanan fisik sampai melakukan pemberontakan (perlawanan politik).  

<br /><br />

Protes atas proyek pertambangan Freeport berlangsung lama karena:  

<br />

1. Tuntutan masyarakat berkembang terus (dari tuntutan pengakuan hak atas tanah  

<br />

sampai merdeka).  

<br />

2. Pemenuhan hanya dari sudut pendekatan ekonomi yaitu pemberian dana. Padahal tuntutannya yang paling

dalam adalah pengakuan eksistensi dan kesederajatan.  
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<br />

3. Banyak fihak yang terlibat dalam perilaku kolektif protes, dengan motivasi yang berbeda-beda.  

<br />

4. Konflik tidak pernah diselesaikan secara tuntas.  

<br />

Oleh karena tuntutan-tuntutan tidak dipenuhi secara memuaskan, maka protes itu berkembang menjadi

gerakan sosial. Kemudian, karena pengaruh faktor-faktor politik, teknis, kepemimpinan dari lingkungan

strategis global, berkembanglah gerakan sosial itu menjadi gerakan politik. Jadi, gerakan politik itu

sesungguhnya adalah kelanjutan dari konflik-konflik yang tidak tertangani.  

<br /><br />

Konflik itu sendiri, sumbemya adalah kebijakan pembangunan yang mengabaikan keberadaan dan peran

masyarakat lokal. Mereka sesungguhnya berkeinginan untuk menjadi subyek pembangunan, merencanakan

apa yang terbaik bagi dirinya bersama-sama pemerintah dan dihargai adat istiadatnya, duduk sama rendah,

berdiri sama tinggi. Namun perlakuan yang diberikan oleh Freeport maupun pemerintah sangat berbeda.

Oleh karena itu, gerakan sosial yang terbentuk pada hakekatnya adalah sebuah bentuk perlawanan/protes

terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam melaksanakan pembangunan.  

<br /><br />

Pembangunan proyek besar seperti PTFI mempunyai dampak lingkungan fisik dan sosial yang sangat besar.

Namun masyarakat sekitarnya tidak disiapkan lebih dulu untuk menghadapi perubahan-perubahan itu.

Perencanaan proyek, hanyalah mencakup aspek-aspek teknis dan finansial, tanpa memperhitungkan biaya

sosial yang akan ditanggung. Termasuk dalam biaya sosial adalah hancurnya adat kebiasaan, penghidupan,

nilai-nilai spiritual dan hak-hak masyarakat. Pengabaian atas itu semua, menyebabkan masyarakat tidak siap

menghadapi kontak dengan budaya baru, sehingga mereka merasa terpinggirkan. Di dalam

ketidakberdayaan itu, muncul keberanian untuk berontak. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, perlu dikembangkan perencanaan sosial yang dilakukan lebih

dulu sebelum perencanaan fisik, atau dipadukan perencanaannya, dengan catatan, pelaksanaannya lebih

awal, agar masyarakat siap dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan di daerahnya.


